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Jelang Pemeringkatan,
Badan Publik Harus Terbuka

SERANG - Komisi Infor-
masi (KI) Provinsi Banten be-
lum lama ini melakukan road-
show terkait keterbukaan in-
formasi di sejumlah SKPD di
lingkup Provinsi Banten
maupun di Pemkab dan
Pemkot se-Banten. Hasilnya,
masih banyak Pejabat Penge-
lolaan Informasi dan Doku-
mentasi (PPID) pembantu di
SKPD yang tidak berfungsi.

“Berdasarkan hasil road-
show beberapa waktu lalu,
masih banyak ditemukan
SKPD yang sebetulnya memi-
liki PPID, tetapi tidak berfung-
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si. Padahal, sudah ada SK gu-
bernur, SK bupati, dan SK wa-
likotanya, tetapi belum diim-
plementasikan,” kata Ketua
Divisi Sosialisasi Advokasi
dan Edukasi (SAE) KI Banten
Ade Jahran.

Ia menatakan, belum ber-
fungsinya PPID pembantu
tersebut terlihat dari infra-

. struktur yang belum tersedia,

seperti belum adanya mejain-
formasi, ruang informasi,
maupun personelnya. “PPID
ada di SKPD, tetapi tidak ada
meja informasi, ruang infor-
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masi, personelnya juga, ba-
ru ada sekretarisnya saja.
Intinya, masih belum se-
suai harapan sebagaimana
Undang-undang KIP," kata
Ade.

Menurutnya, kondisi se-
perti ini harus menjadi
perhatian pemerintah te-
rutama pimpinan badan
publik itu sendiri. Sebab,
kata Dia, dalam waktu dekat
ini secara nasional akan di-
umumkan pemeringkatan
daerah terkait dengan ke-
terbukaan informasi pu-
blik. “Oktober mendatang
sudah mulai penilaian. Ha-
rapannya semua PPID
pembantu berfungsi opti-
mal, ada meja kerja, ruang
kerja, dan terintegrasi an-

tara PPID pembantu de-
ngan PPID utama. Bagai-
mana Banten mau mem-
pertahankan posisi 4 besar
kalau PPID tidak berfungsi
sebagaimana mestinya.”

Dari hasil roadshow juga
diketahui beberapakendala
PPID tak berfungsi antara
lain karena PPID terkena
mutasi, anggaran kurang,
dan minimnya sumber da-
ya manusia (SDM).

“PPID mengeluh karena
tidak diberi anggaran yang
lebih. Kemudian personel-
nya juga kurang. Informasi
dari PPID utama, banyak
juga PPID pembantu yang
tidak mau menyerahkan
informasi, data, untuk di-
pasang di website,” ujarnya

Menurutnya, dalam era
keterbukaan informasi pu-

blik saat ini harus ada ke-
seriusan dari badan publik
dalam upaya menciptakan
pemerintahan yang tran-
sparan dan akuntabel.
Iamenuturkan, PPID me
rupakan salah satu infra-
struktur Keterbukaan Infor
masi Publik yang menya-
jikan informasi publik se
perti tentang keuangan,
bencana, kegiatan-kegiatan
dinas, yang tidak masuk ka
tegori informasi yang di-
kecualikan. “Keberhasilan
Banten terkait keterbukaan
informasi bukan dari K1, tapi
lebih besar adalah peran dari
badan publiknya. Kalau ti
dakadakeseriusan, percuma
saja. Walaupun KI sudah be-
rupaya jor-joran, percuma
saja kalau PPID-nya melem
pem,” ujarnya. (*/marjuki)



